Uni versitas Indonesia Library >> U - Skripsi Menbership

Analisis laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan _
berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi
pemerintahan = Analysis of BPK investigation report based on the law
number 30 year 2014 on govermental administration

Annisa Sholihah, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=20474944& | okasi=lokal

Penelitian ini didasarkan pada putusan pengadilan tata usaha negara nomor 20/G/2016/PTUN.JBI yang
secaratidak konsisten menyebutkan dasar wewenang Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan
Povinsi Jambi dalam menerbitkan Keputusan BPK tentang Laporan Hasil Pemeriksaan LHP dengan siapa
yang bertanggungjawab atas LHP tersebut. Penelitian ini membahas tiga permasalahan, antaralain
Kedudukan BPK dalam sistem Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Tata hubungan
kewenangan BPK RI dengan BPK RI Perwakilan Provinsi, dan Implikasi hukum terhadap keputusan BPK
tentang LHP yang tidak memenuhi syarat norma mandat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder dan disgjikan deskriptif analitis. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa BPK dikategorikan sebagal penyelenggara negara yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam bidang pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara/daerah.
BPK RI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memperoleh wewenang secara atribusi melalui
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang UU Nomor 15 Tahun 2004
dan UU Nomor 15 Tahun 2006. Kemudian, BPK Perwakilan Rl Provinsi dalam menjaankan tugas dan
wewenangnya berdasarkan atas pelimpahan wewenang secara mandat atas nama BPK RI. Implikasi hukum
terhadap Keputusan BPK tentang LHP yang tidak memenuhi syarat noma mandat berdasarkan UU Nomor
30 Tahun 2014 akan mengakibatkan keputusan tersebut menjadi tidak sah dan segala akibat hukum yang
ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.

This thesis based on the decision of the state administrative court number 20 G 2016 PTUN.JBI whichis
inconsistent when mentions the basis of BPK Jambi Province Representatif authority inissuing a BPK
decision on Investigation Report with whom it is responsible. This research will focus on three main
problems, that is, The position of the BPK in the Government system based on laws and regulations, The
relationship between the authority of BPK RI with BPK RI Provincial Representatif, The legal implications
of BPK decision on Investigation Report which does not include the mandate norm requirement. The
method used in this research isjudicial normative which has its baerings on secondary data, this research
will aso presented in the form of descriptive analytical. The result of this research shows the fact that BPK
IS categorized as a state organizer bestuur organ in order to government affairs in the field of examination
the management and responsibility of state regional finances. BPK RI in carrying out its duties obtain
authority by attribution through UUD NRI 1945, The Law No.15 2004 and The Law No. 15 2006. Then,
BPK RI Provincial Representatif in carrying out its duties based on mandate of authority in the name of
BPK RI. The legal implications of BPK decision on Investigation Report which does not include the
mandate norm requirement based on The Law No 30/2014 will result in the decision being invalid and all all
legal consequences incurred are considered never existed.
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